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ABSTRACT
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Leadership behavior is the process of influencing the leader to be led by using his personal power or organizational power. This study aims to explain the effectiveness of leadership behavior that uses the type of legitimate power in influencing the commitment of subordinates in the local government bureaucracy. Legitimacy power is generally used in government bureaucracies to influence subordinates, whereas a number of previous studies have shown a negative correlation with task commitment and organizational commitment of subordinates as hypothesized in this study. To prove this hypothesis, a survey design was used questionnaire data collection techniques, and analyzed using Somers’s analysis techniques. The results of this study showed that leadership behavior based on legitimate power is effectively applied in the local government bureaucracy. This is shown by the positive correlation of legitimacy tactics with task commitment and organizational commitment of subordinates.
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ABSTRAK
Perilaku kepemimpinan adalah proses pengaruh pemimpin terhadap yang dipimpin dengan menggunakan kuasa personal atau kuasa organisasi yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas perilaku kepemimpinan yang menggunakan jenis kuasa legitimasi dalam mempengaruhi komitmen bawahan di birokrasi pemerintah daerah. Kuasa legitimasi umumnya dimanfaatkan dalam birokrasi pemerintah untuk mempengaruhi bawahan, padahal sejumlah riset sebelumnya menunjukkan korelasi yang negatif dengan komitmen tugas dan komitmen organisasi bawahan sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian ini. Untuk membuktikan hipotesis ini maka digunakan desain survey dengan teknik pengumpulan data kuesioner, serta dianalisis dengan teknik analisis somers’d. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan yang berbasis pada kuasa legitimasi efektif diterapkan di birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya korelasi positif taktik legitimasi dengan komitmen tugas dan komitmen organisasi bawahan. 
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PENDAHULUAN
Pengaruh adalah faktor determinan dalam kepemimpinan (Berson & Sosik, 2007; Hall & Barret, 2007; Fable dan Yukl, 1992;  Yukl et al., 1996; Yukl, Chavez dan Seifert, 2008). Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin manakala memiliki pengaruh dan dapat mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan tugas, program dan dan kebijakannya (Yukl, 2010:151). Maxwell  (1998:15) bahkan menegaskan: “The true measure of leadership is influence - nothing more, nothing less”. Ukuran sebenarnya dari kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih - tidak kurang. Jika kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, maka penghubungnya adalah pengaruh (Muhammad & Gobel, 2018)
Teori Social Power oleh French & Raven (1959) menerangkan bahwa pengaruh dalam hubungan sosial bersumber dari lima kuasa yaitu kuasa keahlian (expert power), kuasa referensi (reference power), kuasa hadiah (reward power), kuasa legitimasi (legitimate power) dan kuasa menghukum (coercive power). Proses kepemimpinan, lima jenis kuasa tersebut umumnya dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin. Namun, hal yang menarik adalah jenis kuasa apakah yang paling efektif mempengaruhi bawahan?. Lunenburg (2012) menegaskan bahwa secara umum ‘kuasa’ yang bersumber dari pribadi (kuasa keahlian dan kuasa referensi) memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja daripada kuasa yang bersumber dari organisasi (kuasa hadiah, kuasa legitimasi, dan kuasa menghukum).
Dari lima jenis kuasa yang diidentifikasi oleh French & Raven (1959), yang menarik adalah jenis kuasa legitimasi (legitimate power) yang tidak jarang digunakan oleh para pemimpin di sektor publik atau birokrasi pemerintah. Diantaranya adalah para kepala daerah di dalam mempengaruhi bawahan untuk melaksanakan kebijakan dan programnya sehingga visi dan misi yang usung, dapat dicapai. Pengukuran penggunaan pengaruh berbasis kuasa diidentifikasi oleh Farmer et al., (1997) dalam bentuk taktik mempengaruhi (influence tactic) dalam memperoleh tujuan yang diinginkan dari individu sasaran.  
Pengaruh dalam hubungan dyadic antara pimpinan dan bawahan menjadi fenomena organisasi yang menarik (Muhammad et al., 2017). Taktik mempengaruhi (influence tactics) dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan antara pendekatan kuasa-pengaruh (power-influence approach) dengan pendekatan perilaku kepemimpinan (the behavior approach). Model ini dibangun dari teori dyadic perilaku mempengaruhi yang berawal dari riset Kipnis et al., (1980) dengan mengembangkan instrumen POIS (Profile of Influences Strategies). Riset tentang taktik pengaruh dengan instrumen POIS ini kemudian direvisi (Hinkin & Schriesheim, 1990) melalui sejumlah penelitian. Di saat bersamaan (G Yukl et al., 1990) juga mengembangkan teori ini dengan mendesain instrumen lain yang disebut Influence Behavior Questionnaire (IBQ) yang terus disempurnakan hingga saat ini menjadi IBQ-G (Gary Yukl et al., 2008).. 
Walaupun kuasa adalah sumber pengaruh dalam kepemimpinan, namun riset yang berhubungan dengan penggunaan kuasa ini masih jarang dilakukan. Diantaranya adalah penggunaan kuasa legitimasi, atau keresmian memimpin. Kuasa legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain karena posisi yang dipegang seseorang dalam organisasi (Lunenburg, 2012). Dalam kuasa legitimasi, bawahan memainkan peran dalam pelaksanaan kekuasaan yang sah. Jika bawahan melihat penggunaan kekuasaan sebagai sah, maka mereka mematuhi(Gibson, Ivancevich, James H. Donnelly, & Konopaske, 2012). Demikian halnya di sektor publik atau birokrasi pemerintah, masalah legitimasi atau keresmian memimpin memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku birokrat, terutama dalam konteks komitmen tugas dan komitmen organisasi.
Sejumlah riset sebelumnya di sektor privat menunjukkan bahwa perilaku pemimpin yang berbasis legitimasi kurang efektif, bahkan berkorelasi negatif dengan komitmen bawahan, baik komitmen tugas (G. A. Yukl & Tracey, 1992; Gary Yukl et al., 2008) maupun komitmen organisasi (Chong et al., 2013; P.M. Chong, 2014). Namun, organisasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat sehingga berpengaruh terhadap efektivitas perilaku dalam kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan dapat diukur melalui respon subjektif bawahan terhadap perilaku yang ditunjukkan pemimpinnya (Yukl, 2010:10; Ali, 2012:230). Semakin positif respon yang diberikan bawahan maka menggambarkan efektifnya perilaku yang ditunjukkan dalam kepemimpinan.
Respon bawahan terhadap proses pengaruh pemimpin, hasilnya dapat dilihat secara langsung, namun sebagian baru terlihat pada jangka panjang atau hasil yang tertunda. Hasil langsung dari proses pengaruh pemimpin ditunjukkan dengan perilaku reaktif bawahan terhadap tugas yang diberikan, seperti komitmen, patuh atau menolak. Perilaku bawahan disebut dengan komitmen tugas atau komitmen individual. Sedangkan respon yang sifatnya jangka panjang atau hasil tertunda lebih menekankan pada pembentukan kesadaran serta partisipasi aktif  bawahan terhadap organisasi secara terus menerus (Yukl, 2010:11; Fable & Yukl, 1992; Yukl dan Tracey, 1992; Chong, dkk, 2013; Chong, 2014). 
Sikap dan perilaku bawahan di birokrasi pemerintah daerah sangat penting, dalam memastikan bahwa proses pengaruh yang dilakukan oleh kepala daerah berjalan efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dan program, serta pengejawantahan visi dan misi yang diusungnya. Keberadaan pemerintah daerah sejak diberikan otonomi dan kewenangan cukup besar sejak tahun 1999, menuntut adanya kepemimpinan kepala daerah yang efektif meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan mendorong perilaku kerja yang baik dari aparatur sipil negara atau birokrat di pemerintah daerah. 
Studi yang dilakukan oleh Prasojo, Teguh Kurniawan & Defny Holidin (2007) dalam konteks kinerja reformasi birokrasi di Indonesia, memberikan arah kesimpulan yang mirip: sebagian besar proses reformasi birokrasi belum berhasil, sebagian kecil berhasil, dan sisanya tidak berjalan sama sekali. Hal yang menarik adalah sebagian besar daerah yang dipimpin oleh individu yang reformis mampu menunjukkan adanya perubahan birokrasi yang baik. Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan menjadi kunci utama keberhasilan dan kemajuan di pemerintah daerah. 
Kepemimpinan kepala daerah melakukan proses pengaruh yang hierarkis ke setiap Kepala Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) sebagai bawahan langsung, untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan visi, misi, kebijakan serta program yang dicanangkannya. Proses pengaruh yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap Kepala SOPD sebagai bawahannya dilakukan dengan memanfaatkan jenis kuasa personal (keahlian dan keteladanan atau referensi) maupun jenis kuasa organisasi (legitimasi, penghargaan, dan hukuman). 
Salah satu jenis kuasa yang sering digunakan Kepala Daerah dalam mempengaruhi bawahannya adalah kuasa legitimasi. Yaitu, jenis kuasa yang memberikan kewenangan sah kepada Kepala Daerah dalam mempengaruhi birokrat di pemerintah daerah, secara lembut maupun keras. Di sektor privat, penggunaan jenis kuasa ini berimplikasi kurang baik terhadap perilaku bawahan, karena berkorelasi negatif (Yukl, 2010:11; Fable & Yukl, 1992; Yukl dan Tracey, 1992; Chong, dkk, 2013; Chong, 2014).
Namun, hal ini belum tentu berlaku di sektor publik karena memiliki karakteristik yang berbeda dan sangat menjunjung tinggi aspek legalitas. Untuk itu, dalam menjelaskan efektivitas kepemimpinan kepala daerah berbasis legitimate power di birokrasi pemerintah, maka penelitian ini bertujuan menerangkan hubungan penggunaan taktik legitimasi (legitimate tactic) dengan komitmen tugas dan komitmen organisasi birokrat di pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pertanyaan, yaitu: (1) apakah perilaku berbasis kuasa legitimasi berkorelasi negatif dengan komitmen tugas bawahan di birokrasi pemerintah daerah?; dan (2) apakah perilaku berbasis kuasa legitimasi berkorelasi negatif dengan komitmen organisasi bawahan di birokrasi pemerintah daerah?
METODE 
Penelitian ini menggunakan desain survey dengan jenis penelitian asosiatif kuantitatif, dengan mengadopsi taksonomi Influence Behavior Questionnaire (Yukl et.al. 2008:618-620) dalam mengukur perilaku pemimpin dan komitmen tugas bawahan serta Organizational Commitment Questionnaire dalam mengukur komitmen organisasi bawahan. Penelitian ini menjadikan kepemimpinan Kepala Daerah sebagai unit analisis dan pimpinan-pimpinan SOPD sebagai responden karena mereka adalah target pertama dalam aktivitas mempengaruhi oleh Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misinya, kebijakan, pemerintah maupun usulannya sejumlah 172 orang dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi perilaku kepemimpinan berbasis legitimate power melalui penggunaan taktik legitimasi dalam kepemimpinan kepala daerah dengan komitmen tugas dan komitmen organisasi bawahan/birokrasi di Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini, pengukuran taktik pengaruh legitimasi, serta komitmen tugas, peneliti mengadopsi instrumen Influence Behavior Questionnaire (IBQ-G) yang dikembangkan oleh Yukl, dkk (2008). Sedangkan dalam pengukuran komitmen organisasi digunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Monday, dkk (1979) yaitu commitment organization questionnaire dengan skala likert.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Korelasi Somers’d. Teknik analisis korelasi Somers’ d. yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu teknik uji asosiatif asimetris non parametrik. Somers’ d. mengukur hubungan antara 2 variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Rumus Somer's diciptakan oleh Robert H. Somers. Rumus ini merupakan penyempurnaan dari rumus Gamma dengan memperhatikan TIES dan merupakan modifikasi dari rumus Kendall Tau –b. Kelebihan dari rumus ini dapat menentukan arah hubungan, apakah hubungan keduanya simetris, sehingga untuk menilai hubungan 2 variabel ordinal dengan bentuk tabel kontingensi dan ada variabel yang mempengaruhi serta ada variabel yang dipengaruhi.
Pengujian perilaku pemimpin dalam penelitian ini Pengujian koefisien korelasi Somer’s d dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
	[image: ]
Untuk menentukan keeratan hubungan antar variabel, maka diberikan nilai-nilai koefisien korelasi (d) pada tabel (Hasan, 2006) berikut:
Tabel I: Interval Nilai Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan
	No
	Interval Nilai
	Kekuatan Hubungan

	1
	[r] = 0
	Tidak terdapat korelasi

	2
	0,00 < [r] ≤ 0,20
	Sangat rendah atau lemah sekali

	3
	0,20 < [r] ≤ 0,40
	Rendah atau lemah tapi pasti

	4
	0,40 < [r] ≤ 0,60
	Cukup berarti atau sedang

	5
	0,70 < [r] ≤ 0,80
	Tinggi atau kuat

	6
	0,80 < [r] ≤ 1,00
	Sangat Tinggi atau kuat sekali

	7
	[r] = 1,00
	Sempurna


Pengujian signifikan korelasi somers'd dalam penelitian ini menggunakan pengujian z, kemudian dibandingkan  hasil zhitung dengan ztable, dengan ketentuan, jika:
· Zhitung  < Ztabel maka H0 diterima
· Zhitung > Ztabel maka H0 ditolak.
Hasil perhitungan zscore kemudian dibandingkan dengan nilai ztable dengan taraf signifikansi (α) sebesar 5% (1,96)
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efektivitas perilaku kepemimpinan yang menggunakan jenis kuasa legitimasi dalam mempengaruhi bawahan atau birokrat di birokrasi pemerintah daerah. Adapun unit analisis penelitian ini adalah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Perilaku kepemimpinan berbasis kuasa legitimasi diukur dengan menggunakan taktik pengaruh legitimasi (legitimate tactic influence) dari Kuesioner Perilaku Pengaruh atau (Influence Behavior Questionnaire) yang dikembangkan oleh  Yukl et al., (2008) dan dianalisis dengan menggunakan analisis Somer’s d.
Korelasi Perilaku Kepemimpinan Berbasis Kuasa Legitimasi dengan Komitmen Tugas Bawahan
Penelitian ini menghipotesiskan bahwa Perilaku Kepemimpinan berbasis kuasa legitimasi berkorelasi negatif dengan komitmen tugas bawahan (H1). Hasil analisis dengan menggunakan Somers'd menunjukkan hasil sebagaimana terlihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel II: Hasil Analisis korelasi Somers’ d tentang Korelasi Taktik Pengaruh    Legitimasi dengan Komitmen Tugas Bawahan.
	Perilaku Pemimpin
	Komitmen Tugas (Y1)

	
	Somers d
	Z

	Taktik Pengaruh Legitimasi (X)
	0.341
	4.075


Sumber: Hasil Analisis, 2019
Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen tugas bawahan adalah sebesar 0.341, yang berarti bahwa taktik pengaruh legitimasi memiliki arah korelasi yang positif dengan komitmen tugas bawahan. Dengan hasil ini, jika terjadi peningkatan pada perilaku pemimpin yang berbasis legitimasi maka akan diikuti dengan peningkatan secara positif juga pada komitmen tugas bawahan. Selain itu, dari nilai koefisien korelasi juga menunjukkan bahwa derajat korelasi kedua variabel berada pada interval 0.20 – 0.40 atau berada pada derajat korelasi ‘lemah tetapi pasti’ (lihat tabel 1).
Selanjutnya, pada menguji tingkat signifikansi korelasi yang dilakukan melalui uji z. Jika nilai zhitung lebih besar dari nilai zkritis yaitu 1,96 maka menunjukkan adanya korelasi yang signifikan, demikian juga sebaliknya. Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa nilai zhitung dari korelasi taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen tugas bawahan adalah 4,075, berada diluar nilai zkritis 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan kepala daerah yang berbasis pada jenis legitimasi berkorelasi cukup signifikan dengan komitmen tugas bawahan di birokrasi pemerintah daerah.
Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku pemimpin berbasis pada kuasa legitimasi berkorelasi negatif dengan komitmen tugas bawahan tidak terbukti dan tertolak. Hal ini bermakna bahwa penggunaan jenis kuasa legitimasi dalam kepemimpinan di birokrasi pemerintah daerah dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen tugas bawahan. Pemimpin yang tidak memiliki kuasa legitimasi, tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi birokrat di organisasi pemerintah daerah.
Perilaku Kepemimpinan Berbasis Kuasa Legitimasi Berkorelasi Negatif dengan Komitmen Organisasi Bawahan
Perilaku pemimpin berbasis kuasa legitimasi dihipotesiskan berkorelasi negatif dengan komitmen organisasi bawahan. Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagaimana terlihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel III: Hasil Analisis Korelasi Somers’ d tentang Korelasi Taktik Pengaruh Legitimasi dengan Komitmen Organisasi Bawahan.
	Perilaku Pemimpin
	Komitmen Organisasi (Y2)

	
	Somers d
	Z

	Taktik Pengaruh Legitimasi (X)
	0.310
	4.672


Sumber: Hasil Analisis, 2019
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen organisasi bawahan adalah sebesar 0.310. Hasil ini mengandung makna bahwa taktik pengaruh legitimasi memiliki arah korelasi yang positif dengan komitmen organisasi bawahan, sehingga jika terjadi peningkatan pada perilaku pemimpin yang berbasis legitimasi maka terjadi peningkatan yang positif juga pada komitmen tugas bawahan. Dari nilai koefisien yang diperoleh menunjukkan bahwa derajat korelasi kedua variabel berada di interval 0.20 – 0.40 atau terkategori lemah tetapi pasti (Lihat Tabel 1).
Selanjutnya, untuk melihat tingkat signifikansi korelasi kedua variabel dilakukan melalui uji z. Jika nilai zhitung lebih besar dari ztabel yaitu 1,96 maka korelasinya dinyatakan signifikan, demikian juga sebaliknya. Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai zhitung dari korelasi taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen tugas bawahan adalah sebesar 4,075, dan berada diluar nilai ztabel atau zkritis yaitu 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan kepala daerah yang berbasis pada jenis legitimasi berkorelasi cukup signifikan dengan komitmen organisasi bawahan di birokrasi pemerintah daerah.
Dengan demikian, maka penelitian ini menunjukkan hasil menarik, yaitu perilaku kepemimpinan yang berbasis kuasa legitimasi, cukup efektif jika digunakan dalam mempengaruhi perilaku bahwanan di birokrasi pemerintah daerah. Hasil ini agak berbeda dengan yang dihipotesiskan oleh peneliti bahwa perilaku kepemimpinan berbasis kuasa legitimasi berkorelasi negatif dengan komitmen tugas dan komitmen organisasi bawahan di birokrasi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya di sektor privat yang menunjukkan korelasi negatif taktik legitimasi dengan komitmen tugas (Yukl & Tracey, 1992; Yukl, dkk, 2008) maupun komitmen organisasi (Chong, dkk 2013, Chong, 2014).  Sebelumnya Yukl & Tracey (1992) yang menemukan koefisien korelasi kedua variabel adalah -0.05. Sedangkan , Chong, dkk (2013) menemukan korelasi negatif dengan komitmen organisasi sebesar -0.14, dan -0.16 (Chong, 2014). Hal ini dapat dimaklumi karena karakteristik organisasi birokrasi pemerintah dan organisasi privat atau bisnis berbeda satu dengan lainnya.
Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa di sektor privat, aspek legitimasi atau legalitas tidak menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan dalam mempengaruhi perilaku bawahan. Namun, hal ini berbeda dengan sektor publik atau birokrasi, dimana legitimasi memiliki pengaruh dan peran penting dalam kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat juga dari hasil penelitian Lam et al., (2015) yang melakukan riset di sektor publik, khususnya dibidang kesehatan, menemukan adanya korelasi positif antara penggunaan taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen bawahan. 
Di Provinsi Gorontalo, hasil analisis setiap kabupaten/kota menemukan adanya korelasi cukup kuat penggunan taktik legitimasi dengan komitmen tugas di Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, sedangkan empat kabupaten lainnya korelasinya kurang kuat. Sementara itu, korelasi yang positif taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen organisasi bawahan ditemukan cukup kuat di Kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan empat kabupaten lainnya berada pada taraf korelasi kurang kuat. Walaupun terdapat perbedaan derajat pengaruh, namun arah pengaruhnya sama yaitu positif.
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka perbedaan hasil penelitian ini dengan sejumlah temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa taktik legitimasi dapat efektif digunakan di pemerintah daerah karena sebagai organisasi birokrasi aspek legalitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan, berbeda halnya dengan organisasi privat yang sangat dinamis dan lebih berorientasi hasil. 
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Gambar I. Korelasi Taktik Legitimasi dengan Komitmen Bawahan
Pada organisasi privat aspek legitimasi bukan sesuatu yang penting bahkan dapat menjadi hambatan bagi kinerja personal dan organisasi, sementara di organisasi publik aspek legitimasi menjadi alasan utama seseorang dipatuhi dan diikuti perintahnya. Jenis pemimpin ini disebut juga dengan kepemimpinan administratif dalam istilah Van Wart (2003:221) dalam teori kepemimpinan sektor publik yaitu upaya memberikan hasil yang dipersyaratkan oleh proses yang diotorisasi secara efisien, efektif, dan legal. 
Penerapan taktik pengaruh legitimasi di Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara meminta bawahan untuk memperhatikan aturan dalam tugas, menegaskan tentang kontrak atau kesepakatan yang dibangun, merujuk pada berbagai prosedur dan dokumen resmi serta mengikuti sistem yang telah berlaku. Albrow (2007:42) menegaskan bahwa legitimasi sangat penting dan prinsipil yang ditanamkan dalam Birokrasi klasik Weber sebagai aspek pokok tugas dari aparatur sipil negara. Dalam kepemimpinan kepala Daerah aspek otoritas dan legalitas menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendapatkan komitmen tugas dan komitmen organisasi bawahan. 
SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku kepemimpinan yang menggunakan jenis pengaruh legitimasi, efektif digunakan dalam kepemimpinan kepala daerah di birokrasi pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi positif dan signifikan taktik pengaruh legitimasi dengan komitmen bawahan, baik komitmen jangka pendek (komitmen tugas) maupun komitmen jangka panjang (komitmen organisasi). Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dihipotesiskan oleh peneliti sebelumnya. Efektivitas penggunaan jenis pengaruh legitimasi di birokrasi pemerintah daerah menunjukkan besarnya perhatian dan penghargaan birokrat terhadap kesahihan atau keresmian kepemimpinan seseorang di pemerintahan. Selasa seorang Kepala Daerah memiliki kekuasaan sah atau wewenang untuk memimpin, maka birokrat akan cenderung turut dan patuh terhadap pengaruh yang diberikan.
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